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BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perencanaan

dan pengelolaan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk

mengatur penerimaan dan pengeluaran dalam suatu wilayah. APBD mencakup

sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah. APBD

merupakan hal penting dalam manajemen keuangan daerah, dan penyusunannya

dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses perencanaan dan

penganggaran di tingkat pemerintah daerah. Dalam rancangan keuangan

pemerintah daerah perlu disetujui bersama oleh pemerintah yang bertanggung

jawab atas administrasi dan pembangunan di tingkat Lokal. Dalam mengurus

angaran daerah, Pemerintah Daerah dibantu Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah (BPKAD) untuk membuat serta merealisasikan anggaran yang

sudah di bentuk.

2. Proses penyusunan anggaran di kota Madiun telah terstruktur dengan jelas

serta sudah menggunakan sistim untuk menyusun penganggarannya, dan

menentukan kegiatan menetapkan APBD sesuai dengan hasil Musrebang dari

masyaratat hingga ke pihak Legislatif, dengan itu anggaran di pemerintahan

menggunakan pendekatan Bottom Up dan Top Down dengan dasar dari

Kemendagri.

1.2 Keterbatasan

Dalam pelaksanaan penelitian, terdapat keterbatasan penelitian yaitu

penelitian ini terbatas pada proses wawancara. Dimana wawancara terkendala

pada waktu narasumber dikarenakan ada kesibukan lain, serta kurangnya

pemahaman narasumber untuk proses penganggaran yang terjadi di kota, selain

itu keterbatasan pada penelitian ini tidak tersediannya siklus maupun dokumen di

kecamatan tentang penganggaran yang terjadi dikota.
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1.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian maka saran yang diberikan bagi

penelitian selanjutnya adalah dengan melakukan wawancara kepada pihak

BPKAD di Kota Madiun, serta memperoleh dokumentasi tidak hanya dari kantor

kecamatan Taman, melainkan juga dari BKAD.
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